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ABSTRACT 

 

The Government of Pangandaran Regency has successfully obtained (Hak 

Pengelolaan or HPL) Certificates over 4 (four) land parcels located within the 

coastal boundary area of Pangandaran Beach. As the holder of HPL, The 

Pangandaran Regency Government has the authority to manage and utilize the land 

in accordance with Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 

of 2021. The utilization of these HPL lands is intended to be optimized to support 

tourism development and increase the region’s Local Own-Source Revenue 

(Pendapatan Asli Daerah or PAD). However, the management and utilization of the 

HPL land have not yet been implemented optimally. This research examines the 

obstacles encountered in the management of HPL land and the adequacy of the 

authority granted to the regional government. This study uses a qualitative method 

with a descriptive approach to explore the phenomenon related to the management 

and utilization of HPL land by the Pangandaran Regency Government. 

The findings show that although several policies have been issued 

concerning cooperation in the utilization of HPL land, their implementation remains 

suboptimal. The main issues identified include the absence of a specific regional 

regulation that comprehensively governs the utilization of HPL land; the lack of 

established tariffs and/or Annual Mandatory Contributions (UWT), which results in 

the absence of revenue contributions to the region; and the overall inefficiency of 

land management practices. Nevertheless, several efforts have been made by the 

local government to address these challenges, including the issuance of regent 

decrees concerning cooperation mechanisms, which subsequently led to the 

issuance of Building Use Rights Certificates (Hak Guna Bangunan or HGB) over 

HPL for third parties; the use of independent appraisers to determine tariffs and/or 

UWT in the absence of clear regulations; and the involvement of several regional 

work units (SKPD) to manage the land utilization according to their respective 

duties and functions. Overall, the authority for managing and utilizing HPL land in 

Pangandaran Regency still requires significant improvement, particularly in terms 

of the quality and quantity of human resources involved, in order to achieve optimal 

and effective utilization of HPL land. Such improvements are also necessary to 

minimize the potential for future legal, administrative, or social problems. 

Keywords: Land Management Rights, Pangandaran Regency Government, 

Obstacles, Utilization, Authority 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk yang 

berperan strategis sehingga diatur dalam sebuah konstitusi negara1. Isi pada 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) untuk mengejawantahkan prinsip pasal 

tersebut. Dalam Pasal 2 UUPA menjadi ketentuan normatif mengenai 

pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara sebagai pemegang mandat 

tertinggi. Mandat ini melahirkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang 

memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengelola SDA, 

termasuk tanah2.   

Bapak Hukum Agraria Indonesia, Prof. Boedi Harsono, menyatakan 

HMN melahirkan Hak Pengelolaan (HPL) yang merupakan gempilan hak 

menguasai dari negara. Senada dengan itu, Prof. Maria S.W. Sumardjono 

menyatakan bahwa HPL merupakan bagian dari HMN3. Pasal 2 ayat (2) UUPA 

menyatakan HMN dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan Masyarakat 

Hukum Adat (MHA), sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. Adapun istilah 

HPL dalam suatu regulasi muncul pertama kali pada Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas 

Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan.  

Tahun 2020 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (UUCK) yang kini dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

 
1 Putu Diva Sukmawati, Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia, Jurnal 

Ilmu Hukum Sui Generis, 2022, hlm. 90. 
2 Seventina Monda Devita, Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah PP 

No. 18 Tahun 2021, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021, hlm. 873. 
3 A. S. Hutagalung & Oloan Sitorus, Seputar Hak Pengelolaan. STPN Press, 2011, hlm. 25. 
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UUCK dirancang 

sebagai upaya inovatif untuk mempercepat pembangunan nasional, khususnya 

dalam memberikan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan 

investasi, yang muaranya menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat4. 

Dalam UUCK terdapat sejumlah pasal yang mengatur beberapa aspek, salah 

satunya aspek penataan ruang dan pertanahan. UUCK tidak mencabut UUPA, 

hanya mengubah konsepsi atau prinsip atau asas UUPA yang tak sesuai dengan 

UUCK, maupun sebaliknya. 

UUCK mengatur tentang HPL yang termaktub dalam Pasal 136 -Pasal 

142 mengenai Penguatan HPL. UUCK memberikan penegasan struktur HPL 

dalam tatanan hukum nasional. Dalam UUCK pengaturan HPL meliputi 

pengertian, subjek, kewenangan, dan tata cara penyerahan kepada pihak lain. 

Melalui penguatan peraturan ini, diharapkan pemerintah dapat mengontrol dan 

mengendalikan fungsi pemanfaatan tanah sehingga dapat mengedepankan 

prinsip kepentingan umum, ekonomi, pembangunan, dan sosial5. Selain itu, 

HPL diposisikan sebagai mekanisme untuk mendukung pengelolaan tanah 

untuk menunjang investasi dan pembangunan6. Selanjutnya aturan 

pelaksanaannya turut diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun 

dan Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021)7.  

Menurut PP No. 18 Tahun 2021, pemegang HPL diberikan kewenangan 

untuk merencanakan peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang (RTR); dapat mengerjasamakan dengan Pihak 

Lain dengan diberikan Hak Atas Tanah (HAT) di atas HPL; dan menentukan 

 
4 Humas Kemensetneg, UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional 

https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional, 2022, Diakses 

pada 27 November 2024 
5 Pangihutan Manurung, Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Melalui 

Pembangunan Sistem Informasi Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan (PENTAS-HPL) Pada 

Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Laporan Implementasi, Kementerian ATR/BPN, 2023, hlm. 2. 
6 L. D. Djumeno & Fahrul Fauzi, Telaah Pemberian Hak Guna Bangunan Sekunder Di Atas Hak 

Pengelolaan: Studi Perbandingan Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Jurnal Hukum Tora, 2022. 
7 Pasal 5 PP No. 18 Tahun 2021 mengatur perihal perluasan subjek yang dapat memperoleh HPL, 

dimana HPL dapat diberikan kepada MHA yang berasal dari Tanah Ulayat. Selain itu, tanah negara juga dapat 

diberikan juga kepada Badan Bank Tanah (BBT), yaitu badan hukum yang dibentuk pasca diterbitkannya 

UUCK, memiliki kewenangan khusus mengelola tanah, dan telah diatur dalam PP No. 64 Tahun 2021. 

https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional
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tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan (UWT)8. Kewenangan tersebut 

menyiratkan pemegang HPL tidak sama dengan pemegang HAT karena 

sifatnya yang mengatur pengelolaan penguasaan tanah, serta pemegang HPL 

tidak memiliki hak kepemilikan penuh, hal tersebut didukung dengan 

pembatasan terhadap pemegang HPL yakni HPL tidak dapat dijadikan jaminan 

utang; HPL tidak dapat beralih dan dialihkan; HPL hanya dapat dilepaskan 

dalam hal diberikan Hak Milik (HM)9. Pemegang HPL pun berkewajiban 

menjaga dan merawat tananya sesuai dengan rencana, karena terdapat kegiatan 

pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah 

yang dilaksanakan oleh menteri, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka 

dapat diberikan peringatan dan dikenai mekanisme tanah terlantar, yang mana 

ini berimplikasi pada pertimbangan pembatalan HPL-nya10. 

Adapun subjek HPL hanya dapat diberikan kepada badan-badan publik 

untuk tanah yang berasal dari tanah negara salah satunya Pemerintah Daerah11. 

Pemerintah daerah sebagai entitas yang memiliki otoritas dan kewenangan 

tertinggi di tingkat daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset 

SDA untuk mendukung pembangunan daerah12. Begitupun dengan HPL yang 

kewenangan pengelolaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah untuk 

digunakan dan dimanfaatkan oleh sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak 

lain agar memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten hasil 

pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 yang terletak di 

Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 (sepuluh) 

kecamatan, dimana 6 (enam) kecamatan diantaranya membentang dan 

menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan total panjang garis pantai 

sepanjang 91 Km. Sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran terdapat 

 
8 Pasal 7 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021. 
9 Pasal 12 PP No. 18 Tahun 2021. 
10 Pasal 16 PP No. 18 Tahun 2021; serta Pasal 204-205 Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2021. 
11 Pasal 5 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021, menyatakan HPL yang berasal dari Tanah Negara diberikan 

kepada: (a) Instansi Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah Daerah; (c) BUMN/D; (d) BHMN/D; (f) Badan Bank 

Tanah; atau (f) badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. 
12 R. Didi Djadjuli, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Dinamika: Jurnal 

Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 2018. 
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spot-spot wisata yang mempesona. Kabupaten ini memiliki potensi besar 

dalam bidang pariwisata. Sebagaimana tercantum dalam Visi Kabupaten 

Pangandaran “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang 

Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.  

 
Gambar 1. Kampung Turis, Pangandaran 

Sumber: Menengok Pesona Kampung Turis Pangandaran, Fadilah, 2022 

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk 12 (dua belas) tahun silam, 

Kabupaten Pangandaran telah menunjukkan keberhasilan daerahnya dari aspek 

ekonomi yang disokong melalui sektor pariwisata. Selama periode 2019-2023, 

penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah kategori yang kontribusinya 

terus mengalami peningkatan13. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran (Pemkab Pangandaran) kini terus menata sarana dan prasarana, 

termasuk penataan penguasaan tanah-tanah sempadan pantai yang kini sudah 

terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran dengan jenis HPL. 

Pada awal tahun 2024, terbit 4 (empat) sertipikat bidang tanah HPL (No 

Hak: L.00002, L.00003, L.00004, L.00005) yang terletak di dalam kawasan 

sempadan pantai berada di wilayah Pantai Pangandaran dengan pemegang hak 

yakni Pemkab Pangandaran. Lokasi ini strategis untuk dijadikan sebagai lokasi 

wisata, sehingga menjadi aset Pemkab Pangandaran. Tanah yang diberikan 

HPL tersebut berasal dari Tanah Negara. Menurut Sarlan, kegiatan pendaftaran 

tanah HPL merupakan upaya untuk menertibkan tanah-tanah dari penguasaan 

 
13 BPS, Produk Domestrik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran Menurut Lapangan Usaha 2019-

2023, Pangandaran: Badan Pusat Statistik, 2024, hlm. 91. 
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oleh pihak yang tidak berhak14. Mengingat kawasan sempadan pantai memiliki 

potensi pariwisata serta fungsi ekologis yang harus dilindungi dan dijaga. 

Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah yang memiliki potensi besar 

dalam sektor pariwisata memanfaatkan aset tanah dengan status HPL untuk 

dapat mendukung pembangunan daerah. Menurut Sri Mulyani (Menteri 

Keuangan) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset maka aset harus 

memiliki karakter untuk terus bekerja dan value bertambah15.  Pengelolaan 

tanah HPL di Kabupaten Pangandaran yakni untuk menyediakan ruang bagi 

pembangunan kepariwisataan, fasilitas publik, serta investasi yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi lokal dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Pengelolaan aset tanah dengan status HPL merupakan salah satu 

strategi yang dapat dioptimalkan Pemkab Pangandaran untuk mendukung 

pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pelayanan publik. Tanah dengan 

status HPL memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan RTR. 

Kewenangan Pemkab Pangandaran terhadap pengelolaan tanah HPL yang baik 

akan memberikan kebermanfaatan yang optimal. Salah satu untuk 

mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah HPL maka dapat 

dikerjasamakan dengan Pihak Lain yang mana dalam mekanismenya 

diperlukan membuat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT)16. 

PPT merupakan bentuk perjanjian notariil yang isinya merupakan 

persetujuan pemegang HPL kepada pihak lain untuk mempergunakan bagian-

 
14 Wawancara dengan Sarlan, S.IP., Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran 

periode Mei-November 2024, di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) 

Kabupaten Pangandaran, 20 November 2024. 
15 Sri Mulyani, Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Dalam Pengelolaan 

Kebijakan Fiskal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta; UGM, 2018. 
16 Pasal 138 UU No. 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa penyerahan pemanfaatan bagian tanah HPL 

kepada pihak ketiga dilakukan dengan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT). Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 

8 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021, menyatakan bahwa PPT merupakan kesepakatan para pihak yang tunduk 

pada hukum perdata dan dibuat dihadapan pejabat umum. 
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bagian tanah HPL dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak17-18. 

PPT memuat beberapa ketentuan yang mengikat para pihak. Bagi pihak lain 

yang memanfaatkan tanah HPL dapat diberikan HAT di atas HPL sebagaimana 

tercantum dalam PPT19. Pihak lain yang menguasai tanah HPL pada hakikatnya 

bukan pembeli atau meminta peralihan HAT, melainkan hanya memperoleh 

hak untuk memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu20. Setiap 

penguasaan dan penggunaan tanah harus memiliki landasan hak21. Maka 

dengan itu, kerja sama pemanfaatan tanah HPL dapat diperkuat dengan HAT di 

atas HPL22. Perbuatan hukum yang timbul dengan menerbitkan HAT di atas 

HPL akan melahirkan prinsip 3R (right, restriction, dan responsibility)23.  

Pemegang HAT di atas HPL memiliki hak untuk memanfaatkan tanah 

sesuai dengan isi dari PPT. Selain itu HAT yang diperoleh di atas HPL dapat 

dibebani hak tanggungan, dialihkan, atau dilepaskan24. Hak pemegang HAT di 

atas HPL tersebut memerlukan rekomendasi pemegang HPL yang telah termuat 

dalam isi PPT25. Dalam hal ini, pemegang HAT tidak memiliki kendali penuh 

atas tanahnya karena harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan 

pemegang HPL. Selain itu, pemegang HAT di atas HPL diharuskan membayar 

tarif dan/atau UWT dan penggunaan tanah HPL dibatasi jangka waktu serta 

harus diperpanjang, apabila jangka waktunya telah habis, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemegang HAT di 

atas HPL merupakan kewenangan pemegang HPL. 

 
17 Efendi et al., Analisis Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan 

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada PT. Kawasan Industri Medan (Persero), IURIS 

STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 2020, hlm. 190. 
18 A. S. Hutagalung & Oloan Sitorus, Op.cit., hlm. 55. 
19 Pasal 8 PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa HPL yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh 

atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan HAT 

berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan, (HGB), dan Hak Pakai (HP) di atas HPL sesuai dengan 

sifat dan fungsinya (Pihak lain apabila tanah HPL dikerjasamakan dengan PPT). 
20 Genta Arief Gunadi, Dilematis Pemanfaatan Tanah HGB Di Atas Lahan HPL, Pallawa Publishing, 

2018, hlm. 178. 
21 Yustisia Setiarini Simarmata, Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasakan Objek Hak Atas Tanah 

Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna, Indonesian Notary, 2021, hlm. 3. 
22 Hadi Arnowo, Pengelolaan Aset Bank Tanah Untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan, Jurnal 

Pertanahan, 2021, hlm.101. 
23 Andi Tenrisau, Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria 

Berkelanjutan, Jurnal Pertanahan, 2021, hlm. 108. 
24 Pasal 13 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 
25 Pasal 13 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 
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Kewenangan pemegang HPL memainkan peranan yang besar dalam 

rangka optimalisasi pemanfaatan tanah HPL dengan menghasilkan 

peningkatan PAD. Kewenangan semacam ini telah lebih dahulu 

diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam suatu 

kebijakan peraturan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 182 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan 

Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan 

Tanah Eks Kota Praja Miliki/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. Di dalam peraturan tersebut telah menetapkan secara tegas 

mengenai rumusan tarif yang harus dibayar oleh pihak lain yang memanfaatkan 

tanah HPL untuk memperoleh rekomendasi bagi pendaftaran HAT di atas HPL. 

Dalam perkembangannya, kewenangan pengelolaan HPL yang 

dilakukan Pemkab Pangandaran tunduk pada aturan PP No. 18 Tahun 2021. 

Adapun langkah kewenangan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab 

Pangandaran adalah membentuk tim yang terdiri atas beberapa Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yakni, BKAD, Dishub, Disparbud, dan lainnya, yang 

didelegasikan suatu tugas untuk melakukan kajian pemanfaatan tanah HPL 

oleh pihak lain26, namun di dalam proses mengerjasamakan tanah HPL kepada 

pihak lain ada salah satu kendala yakni belum dapat merumuskan besaran tarif 

dan/atau UWT, sebagaimana ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 2021 terkait 

substansi dalam PPT. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan untuk 

mewujudkan cita-cita memperoleh peningkatan PAD melalui pemanfaatan 

HPL oleh pihak lain. 

Pada dasarnya kewenangan dalam menentukan tarif dan/atau UWT 

dapat disesuaikan dengan tujuan pemanfaatannya sebagaimana dalam Pasal 9 

ayat (1) PP No. 18 Tahun 202127. Kewenangan tersebut belum sampai 

diwujudkan dalam suatu kebijakan peraturan, karena Pemkab Pangandaran 

belum dapat menerjemahkan ketentuan tersebut. Kebijakan peraturan yang 

 
26 Wawancara dengan Evan Andi Hakim Nasution, S.STP. dan Budi Santosa, S.IP., di Kantor 

BAPENDA Kab. Pangandaran, 26 November 2024. 
27 Disesuaikan dengan tujuan pemanfaatan, untuk: (a). kepentingan umum; (b) kepentingan sosial; 

(c) kepentingan pembangunan; dan/atau (d) kepentingan ekonomi. 
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dimaksud bukanlah suatu keharusan karena tidak tercantum dalam PP No. 18 

Tahun 2021, namun apabila melihat contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

yang telah membuat suatu regulasi atas kebijakan pemanfaatan tanah HPL, 

maka kebijakan yang dibuat dapat menjadi upaya operasional terhadap 

pendelegasian kewenangan pengelolaan HPL.  

Adapun ketentuan mengenai rumusan tarif dan/atau UWT disebutkan 

ditetapkan oleh Menteri28. Kemudian dalam Pasal 18 PP No. 18 Tahun 2021 

menyebutkan rumusan dan penentuan tarif dan/atau UWT diatur dalam 

Peraturan Menteri, namun dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Penetapan HPL dan HAT (Selanjutnya disebut Permen ATR/Ka. BPN No. 

18 Tahun 2021), yang turut terbit setelah PP No. 18 Tahun 2021 tidak 

mengeluarkan suatu rumusan tarif dan/atau UWT, justru disebutkan bahwa 

pengenaan tarif dibuat dengan ketentuan perundang-undangan29. 

Ketidakjelasan ini menyebabkan suatu hambatan dalam pembuatan perjanjian 

antara pemegang HPL dengan pihak lain. Hingga kini rumusan tersebut belum 

juga hadir untuk melengkapi substansi dari PPT. Sarlan menyatakan Pemkab 

Pangandaran akan menunggu peraturan turunan mengenai rumusan pasti 

terkait besaran tarif dan/atau UWT30.  

Seraya menantikan keputusan Pemkab Pangandaran dalam membuat 

PPT dapat menimbulkan ketidakpastian kedudukan pihak lain yang 

memanfaatkan tanah HPL. Dalam praktiknya HPL seringkali memunculkan 

konflik yang dijumpai baik dari pihak pemerintah selaku pemberi hak maupun 

 
28 Pasal 9 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi “Rumusan tarif dan/atau UWT yang dikenakan 

oleh pemegang HPL ditetapkan oleh Menteri”. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf c “Tarif 

adalah adalah tarif pelayanan pemanfaatan lahan pertama kali yang dikenakan oleh pemegang HPL dan UWT 

yang dikenakan pada saat pendaftaran pertama kali, perpanjangan, maupun pembaruan hak.”. Huruf e “UWT 

merupakan istilah uang wajib tahunan, uang pemasukan, atau ganti rugi dari pihak lain yang besarannya 

dicantumkan dalam PPT”. Pasal 18 PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi “… b. rumusan dan penentuan tarif 

dan/atau UWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dalam Peraturan Menteri.”. 
29 Pasal 41 ayat (1) Huruf a Permen ATR/Ka.BPN No. 18 Tahun 2021, menyatakan bahwa 

pengenaan tarif dan/atau UWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif 

pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan.  
30 Wawancara dengan Sarlan, S.IP., di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

(DKPKP) Kabupaten Pangandaran, 20 November 2024. 
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pihak masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya HPL31. Selain itu, 

pemegang HPL tetap memerlukan biaya-biaya yang wajar untuk perawatan 

lahan HPL32. Pemasukan pendapatan dari penggunaan dan pemanfaatan tanah 

HPL oleh pihak lain belum diperoleh hingga kini, hal tersebut karena belum 

ada penetapan besaran tarif dan/atau UWT dalam substansi PPT, bahkan 

sebagian besar pihak lain belum memiliki PPT. Adapun pemasukan yang 

didapatkan di atas pemanfaatan tanah HPL hanya berasal dari pajak barang dan 

jasa tertentu, contohnya bagi tanah yang sudah ada penggunaannya seperti area 

Kampung Turis33. Dengan kondisi ini mendorong minat penulis untuk 

melakukan penulisan mengenai pengoptimalan tanah HPL di Kabupaten 

Pangandaran yang terletak di Kawasan Sempadan Pantai. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan 

dalam 2 (dua) pertanyaan penulisan sebagai berikut: 

1. Apakah kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pemanfaatan tanah Hak 

Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran? 

2. Bagaimana kewenangan yang memadai dalam pengelolaan tanah HPL 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

tanahnya? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 
31 A. N. Rahman & Arman Tjoneng, Hak Pengelolaan Lahan Dalam Pembangunan Kawasan 

Investasi Pulau Rempang Ditinjau Dari Hukum Positif, Unes Law Review, 2023, hlm. 7615. 
32 Genta Arief Gunadi, Op.cit., hlm. 183. 
33 Kampung Turis merupakan area relokasi pedagang dan pengusaha di bidang makan dan minum 

yang dibangun sejak 2016. Kampung Turis menjadi daya tarik bagi turis untuk menikmati keindahan pesisir 

pantai pangandaran di sejumlah kafe dan restoran di area tersebut. Daniswari, Dini. (2024). Kampung Turis 

Pangandaran: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Jam Buka.  

https://bandung.kompas.com/read/2024/01/18/223436178/kampung-turis-pangandaran-daya-tarik-harga-tiket-

dan-jam-buka?page=all. Diakses pada 26 Desember 2024.  

https://bandung.kompas.com/read/2024/01/18/223436178/kampung-turis-pangandaran-daya-tarik-harga-tiket-dan-jam-buka?page=all
https://bandung.kompas.com/read/2024/01/18/223436178/kampung-turis-pangandaran-daya-tarik-harga-tiket-dan-jam-buka?page=all
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a. mengetahui kendala dalam optimalisasi pemanfaatan tanah HPL 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran; serta 

b. mengetahui bentuk kewenangan yang memadai dalam pengelolaan 

tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam 

rangka optimalisasi pemanfaatan tanah. 

2. Manfaat Penulisan 

Selain tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penulisan ini dapat 

memberikan manfaat penulisan teoretis dan praktis yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. manfaat praktis yaitu penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi pembaca terutama pemerintah daerah yang diberikan 

delegasi kewenangan oleh negara melalui pemberian HPL untuk 

mengelola tanahnya secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-

besarnya untuk masyarakat. Bagi Kementerian ATR/BPN sebagai 

bahan masukan untuk mengakomodir kendala di lapangan dalam 

pemanfaatan tanah HPL oleh pemegang HPL. 

b. manfaat teoretis yaitu melalui penulisan ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hak menguasai 

negara (HMN) dalam hal ini Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan 

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola aset tanahnya 

sehingga dapat memberikan kebermanfaatan yang optimal, serta 

mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni memberikan 

sebesar-besarnya kemakmuran untuk seluruh masyarakat Indonesia di 

lingkup daerah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap bidang 

tanah HPL Pemkab Pangandaran terkait optimalisasi penggunaan dan 

pemanfaatan tanahnya, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:  

1. Kendala yang dihadapi oleh Pemkab Pangandaran dalam pemanfaatan tanah 

HPL dalam kawasan sempadan pantai adalah: 

a. Belum adanya produk hukum khusus yang mengatur pemanfaatan 

tanah HPL secara holistik. Regulasi yang ada hanya mengatur proses 

kerja sama pemanfaatan tanah HPL, belum ada muatan tentang langkah 

preventif untuk mencegah potensi masalah hukum di masa depan. 

b. Belum ditetapkannya besaran tarif dan/atau UWT, meskipun Pemkab 

Pangandaran memiliki kewenangan. Ketiadaan penetapan tarif 

dan/atau UWT menyebabkan belum adanya pemasukan dari kerja sama 

pemanfaatan tanah HPL. 

c. Pengelolaan pemanfaatan tanah HPL belum efisien akibat proses 

birokrasi yang lambat karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan 

jasa penilai publik, pelibatan SKPD yang cenderung pasif dan tidak 

memahami tugasnya, serta minimnya kualitas dan kuantitas jumlah 

sumber daya manusia sebagai aparatur pengelola tanah HPL. 

2. Kewenangan yang memadai dalam pengelolaan tanah HPL Pemkab 

Pangandaran adalah: 

a. Kewenangan yang telah dijalankan oleh Pemkab Pangandaran yakni: 

1) Pengelolaan atas pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan yang telah 

dituangkan regulasi dalam bentuk Keputusan Bupati. Keputusan 

Bupati ini menjadi dasar legal dalam pengelolaan pemanfaatan tanah 

terutama dalam proses kerja sama pemanfaatan tanah yang 

dilakukan oleh mitra/pihak lain. 
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2) Penggunaan jasa penilai publik/appraisal/KJPP dalam penentuan 

besaran nilai tarif dan/atau UWT, di tengah kekosongan regulasi 

tentang rumusan besaran tarif dan/atau UWT yang dikenakan pada 

mitra/pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah HPL. 

3) Pola pengelolaan pemanfaatan tanah HPL yang dikerjasamakan 

kepada mitra/pihak lain dilakukan dengan membuat PKS yang 

melibatkan beberapa SKPD terkait, agar sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing, sehingga rencana penggunaan tanah 

dapat dilaksanakan secara optimal. 

b. Kewenangan yang dapat dilakukan untuk menangani kendala terkait 

pengadaan jasa penilai publik dalam penetapan nilai tarif dan/atau 

UWT sebagai kewenangan yang telah dijalankan yakni bersurat ke 

Kementerian ATR/KBPN untuk memperoleh arahan dan petunjuk 

perumusan tarif dan/atau UWT, serta melakukan studi tiru ke daerah 

lain dan menjalin koordinasi ke BPKP untuk memperoleh perspektif 

teknis maupun metodologis dalam proses penetapan nilai tersebut. 

Selain itu, Penguatan birokrasi pada Tim Koordinasi pelaksana perlu 

dilaksanakan, guna SKPD yang terlibat dapat bekerja secara optimal, 

terarah, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

 

B. Saran 

Pengelolaan pada penggunaan dan pemanfaatan tanah HPL Pemkab 

Pangandaran telah dijalankan sebagai mana mestinya, walaupun masih terdapat 

kendala dalam prosesnya. Dengan demikian terdapat beberapa saran bagi 

beberapa pihak, sebagai bahan masukan untuk pengelolaan tanah HPL yang 

berdaya guna secara optimal. 

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/KBPN dapat segera membuat 

rancangan Peraturan Menteri mengenai rumusan dan penentuan tarif 

dan/atau UWT sebagaimana Pasal 18 huruf b PP No. 18 Tahun 2021, 

sehingga dapat memberikan dasar kepada para pemegang HPL untuk 

menetapkan rumusan dan penentuan tarif dan/atau UWT.  



150 

 

2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/KBPN diharapkan 

membentuk forum koordinasi berbasis collaborative governance untuk 

memfasilitasi pemerintah daerah sebagai pemegang HPL dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus memberi ruang bagi daerah 

merumuskan kebijakan sesuai kewenangan diskresi yang dimiliki. 

3. Pemkab Pangandaran melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) untuk memperoleh arahan terkait nilai aset 

tanah HPL, sehingga dapat memperoleh kepastian jenis aset daerah. 

Kepastian ini penting untuk menghindari ambiguitas penetapan status aset 

daerah. 

4. Pemkab Pangandaran diharapkan ke depan dapat membuat Webgis yang 

terintegrasi. Sistem ini dapat mencakup data penggunaan dan pemanfaatan 

bidang tanah HPL, proses perizinan, hingga mekanisme pengendalian dan 

pengawasan, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 

kemudahan akses bagi seluruh pihak yang berkepentingan.  

5. Calon subjek pemegang HPL disarankan untuk memiliki pemahaman yang 

komprehensif terkait kewenangan dalam pengelolaan tanah HPL, 

termasuk karakteristik hukum, bentuk penguasaan, serta tata kelola yang 

berlaku. Upaya pemahaman ini dapat dilakukan melalui kegiatan studi tiru, 

studi banding, maupun forum koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna 

memperoleh arahan yang tepat. Dengan demikian, proses penggunaan dan 

pemanfaatan tanah HPL, khususnya dalam skema kerja sama dengan 

mitra/pihak lain, dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang 

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional 
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Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata 

Ruang Perkotaan Pangandaran 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak 

Atas Tanah 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria 

Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
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